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NOTULEN RAPAT 

PERTEMUAN TIM TEKNIS 

Tempat : Hotel Mandarin, Jakarta 

Tanggal : 4 Februari 2011 

Waktu : 10.00-17.00 WIB 

 

Notulen: 

• Pertemuan dipimpin oleh Dewo Broto Joko Putranto (Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, 

Bappenas). 

• Pada pembukaan pertemuan Pak Dewo mengulang kembali hasil-hasil dari lokakarya di Bandung 

tanggal 14 Januari 2011.  

• Pak Adik menjelaskan tentang draf ke-2, yang dibuat berdasarkan rekomendasi dari pertemuan di 

Bandung. Pada prinsipnya sudah disepakati untuk menyusun 2 dokumen output: yaitu Background 

Paper sebagai output dari Basic Study yang didanai oleh JICA dan Grand Design sebagai output 

dari Pemerintah. Pada prinsipnya Beliau menyusun background paper berdasarkan masukan dan 

saran dari Tim Teknis khususnya dari Pak Otto dan Bu Siliwati dari Bappenas. Namun, karena ada 

perbedaan dalam penulisan background paper dan Grand Design, maka visi dan misi yang telah 

disepakati di Bandung tidak dimasukkan ke dalam Background Paper tetapi nantinya dimasukkan 

ke dalam Grand Design. Dokumen ini lebih difokuskan pada kerjasama teknik daripada kerjasama 

ekonomi. Dan difokuskan hanya pada penyiapan  Background Paper. 

• Pak Thalib dari KADIN menyatakan bahwa pada prinsipnya kerjasama ekonomi merupakan hal 

yang sangat penting dalam dekade ini, dapat dilaksanakan dalam bentuk  G2G atau B2B. Hal ini 

juga diperkuat dengan posisi Indonesia dalam G-20, yang mensyaratkan agar Indonesia harus 

bertindak dan berfikir secara global. 

• Bu Theodora dari BKKBN merekomendasikan untuk memasukkan visi dan misi yang telah 

disepakati di Bandung pada Background Paper. Background Paper harus dibuat lebih lengkap untuk 

dapat memperkuat dalam penyusunan Grand Design. Prioritas seperti yang disebutkan dalam 

halaman 20 Draf ke-2, harus dengan jelas menjelaskan output yang akan dicapai oleh tiap program. 

Dan juga penting untuk menjelaskan tentang dasar hukum dan mekanisme koordinasi dalam 

kerangka kelembagaan. 

• Pak Darianto dari Direktorat Teknis Kemenlu menghendaki agar Grand Design merupakan 

metamorphosis dari Background Paper. Karenanya harus lebih komprehensif agar nantinya bisa 

dipergunakan oleh Tim Teknis sebagai acuan dalam tahap pelaksanaan. Terkait dengan PPP, 

Kemenlu telah mulai menugaskan stafnya untuk menangani proyek-proyek PPP agar bisa 

diselaraskan dengan kebutuhan untuk lebih fokus pada konsep kemitraan, memperluas jaringan 

dengan Lembaga Non Pemerintah atau swasta. Terkait dengan Kerjasama Teknik, setuju dengan 

Pak Adik bahwa Kerjasama Teknik harus diikuti oleh Kerjasama Ekonomi. Karena kerangka 

berfikirnya orang miskin tidak akan mudah untuk bekerjasama. Kemudian, untuk bisa bekerjasama 

dengan orang msikin, maka kerjasama teknik harus dikedepankan. Untuk itu, saat ini Kemenlu 

bersama-sama Setneg dan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum  membantu Timor 

Leste dalam membangun jalan di daerah perbatasan yang bertujuan untuk mempercepat 
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perpindahan barang dari Indonesia yang dapat berdampak pada perekonomian Indonesia terutama 

bagi Propinsi NTB. Dan terkait dengan pembentukan “National Focal Point”, Kemenlu berencana 

mengundang Pak Adik untuk mendiskusikan mengenai hal tersebut. Dikaitkan  juga dengan “East 

Looking Policy” untuk merangkul negara-negara kecil di timur. 

• Sehubungan dengan identifikasi program-program unggulan, ada banyak potensi, tetapi perlu untuk 

menetapkan kriteria program unggulan terlebih dahulu, misalnya: berdasarkan program yang sering 

dimintakan (intensitas), kaitannya dengan isu-isu MDG, kebutuhan negara penerima, siapa 

kompetitornya dan keuntungannya bagi Indonesia dibandingkan dengan negara lain atau apakah 

program-program yang sudah dilaksanakan tersebut mendapat apresiasi  dari negara-negara 

berkembang, dan sebagainya. 

• Pak Thalib dari KADIN menginformasikan bahwa saat ini peran Indonesia telah berubah, 

karenanya visi dan misi KSS juga harus berubah diselaraskan dengan perubahan peran tersebut. 

Saat ini negara-negara miskin lebih menginginkan kerjasama ekonomi daripada kerjasama teknik. 

Indonesia harus lebih jauh berfikir tentang kelembagaan yang bertujuan untuk membangun saling 

pengertian dan saling menguntungkan, yang diarahkan pada kerjasama teknik dan kerjasama 

ekonomi, meningkatkan kemampuan dan sebagainya. Dengan ikut berpartisipasi pada forum-forum 

internasional, penguatan regulasi bea cukai di kawasan, karantina serta dialog investasi 

perdagangan dapat dilakukan untuk mendorong KENB serta untuk memperkuat kerjasama. 

Pembelajaran dari KTNB sebelumnya, bahwa banyak negara-negara Asia dan Afrika yang sekarang 

lebih maju dari Indonesia di beberapa sektor, karena Indonesia membuka semua informasi selama 

melaksanakan KTNB tersebut. Ada banyak permintaan dari negara-negara Afrika yang ingin 

mengetahui lebih detil mengenai cara membangun pabrik karet, solar plant dan Teknologi 

Informasi. Misalnya Afrika Selatan ingin membeli radiasi matahari dari Indonesia untuk 

menanggulangi kekurangan suplai listrik mereka. Sebagai kompetitor, Cina dan India lebih maju 

dan secara agresif memasuki negara-negara Afrika. Dan khusus mengenai micro finance, hadiah 

Nobel yang diberikan untuk sistem perbankan Syariah dimodifikasi dari sistem pembiayaan syariah 

Indonesia. 

• Iwan dari Kemendiknas menanyakan apakah dasar hukum PPP untuk memperkuat keterlibatan 

swasta sudah ada atau belum? Dan perlu juga diperkuat bagaiman hubungan antara kerjasama 

triangular dengan mekanisme pencatatan hibah.  

• Bu Agustin (Bappenas) menginformasikan bahwa ada dua periode dalam aid effectiveness: yaitu 

sebelum dan sesudah Deklarasi Paris tahun 2005, yang dinasionalisasikan menjadi which 

Komitmen Jakarta pada tahun 2009. Ada juga forum di Bangkok, tetapi tidak dikhususkan untuk 

kerjasama teknik atau kerjasama ekonomi, tetapi untuk aid effectiveness. KSS menjadi intensif 

sejak tertulis dalam road map. Ada banyak hal yang bisa dipergunakan sebagai referensi sebelum 

Komitmen Jakarta, misalnya adanya Trust Fund akan memberikan manfaat bagi Indonesia, prinsip-

prinsip kemitraan dan ownership terutama sejak Indonesia menjadi middle income country, berubah 

dari negara penerima menjadi negara pemberi. Bagaimana kerjasama teknik bisa diubah menjadi 

kerjasama pembangunan atau mungkin dari kerjasama ekonomi menjadi kerjasama pembangunan, 

dalam mencapai visi “Kemitraan yang lebih Baik untuk Kesejahteraan”. Penting juga dicatat bahwa 

tidak semua teknologi dari Indonesia bisa dibagikan ke negara-negara penerima. 
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• Pak Tholib menginformasikan bahwa berbagi pengetahuan (knowledge sharing) merupakan nilai 

penting. Tetapi bahkan negara maju pun tidak membagikan semua ilmunya ke negara-negara 

berkembang. Dalam G-20, knowledge sharing merupakan salah satu pilar, yang dilaksanakan 

melalui kerjasama pembangunan. Perlu juga dibahas mengenai kebutuhan akan knowledge sharing 

dalam KSS. Terkait dengan kelembagaan, lebih baik memimpikan hal-hal yang besar dulu. Jika 

akan ada suatu National Focal Point, harus dikaitkan dengan Lembaga Internasional. Akan sulit 

untuk membahas tentang kerjasama jika tidak ada hubungan yang mendasari dan inisiatifnya. Perlu 

untuk membuat suatu inisiatif dibawah kepimpinan Indonesia. Dan akan ada Council of Minister 

(COM) di tingkat International, serta Senior Official Committee (CSO) di tingkat nasional untuk 

memfasilitasi sektor swasta. 

• Pak Dewo menginformasikan bahwa saat ini Indonesia berperan sebagai Pimpinan di ASEAN, 

Wakil Ketua Satgas KSS  (TT-SSC), anggota G-20, dan sebagainya. Karenanya, manajemen di 

tingkat nasional diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan.  

• Pak Adik menjelaskan bahwa semua input akan diakomodasi dalam Background Paper. Namun, 

perlu adanya suatu komitmen mengenai fokus kerjasama apakah pada kerjasama teknik atau 

kerjasama ekonomi, atau keduanya? Dan terkait dengan program unggulan, apa yang akan menjadi 

program unggulan kerjasama teknik? 

• Saran dari  Pak  Dewo: 

- Diharapkan agar semua saran dan rekomendasi diakomodasikan dalam Background Paper.  

- Jika ada pengulangan dalam background paper, harus dibuang.  

- Terkait dengan kondisi strategis, kajian mengenai GDP, nilai ekspor serta kajian dari  Standard 

Charter dan ADB harus dimasukkan, terutama yang menyatakan bahwa Indonesia akan 

menjadi negara dengan kekuatan ekonomi no. 5 di dunia pada tahun 2030 atau 2050. Kemudian, 

harus dijelaskan juga tentang perdagangan ke negara-negara selatan yang juga mengkontribusi 

GDP global.  

- Terkait dengan isu global, harus dimasukkan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan KSS dan 

peran Indonesia khususnya dalam G-20, dan juga mengenai knowledge sharing dalam KSS, 

diparalelkan juga dengan kerjasama dengan Australia mengenai proteksi sosial, sebagai Ketua 

ASEAN dan peran organisasi multilateral seperti ADB, World Bank dalam kerjasama global. 

RPJMN dan kebijakan luar negeri Indonesia bisa dipakai sebagai acuan.  

- Visi dan misi harus dimasukkan ke dalam Grand Design dan Cetak Biru. Kebutuhan untuk 

mengembangkan jejaring seperti yang dijelaskan oleh Pak Thalib akan menjadi faktor 

pendukung dalam pembentukan National Focal Point.  

- Cetak Biru harus singkat, jelas dan langsung ke point yang diharapkan.  

- Untuk program unggulan perlu informasi dari Kementerian/Lembaga terkait, dan kriterianya 

harus ditetapkan. Perlu penjelasan lebih detil mengenai kerjasama ekonomi, yang sesuai dengan 

arahan Tim Pengarah, bagaimana Kerjasama Teknik dapat menjadi pendorong Kerjasama 

Ekonomi atau bagaimana keduanya dapat dilakukan secara paralel untuk mendapatkan manfaat 

yang optimal dari KSS.      
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- Untuk monitoring dan evaluasi, kerangka kebijakannya harus lebih detil dijelaskan. 

- Secara umum harus mengacu pada hasil pertemuan di Bandung. 

• Pak Adik kemudian menjelaskan bahwa input dan rekomendasi Bu Siliwati dan Pak Otto telah 

diakomodasi. Tentang Volunteer telah diakomodasi pada Bab IV. Saran mengenai center of 

excellent sangat baik. Akses informasi telah diakomodasi dalam pengembangan database yang 

termasuk dalam kontrak. Untuk monitoring dan evaluasi, kriterianya perlu dirancang. Rekomendasi 

untuk memasukkan analisa balance score card sulit dilaksanakan karena membutuhkan tenaga ahli. 

Triple helix jika diperlukan akan dimasukkan lagi ke dalam Background Paper. Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) sudah diakomodasi dalam Bab V. Sumber Pembiayaan. 

• Bu Siliwati menjelaskan bahwa pada prinsipnya dokumen yang disusun sudah dibuat seperti yang 

diharapkan, hanya perlu proses editing dan final decision untuk memasukkan atau tidak 

memasukkan ide-ide yang ada . Ide tentang triple helix harus dimasukkan.  

• Pak Otto memberikan komentar mengenai tujuan Grand Design yang tertulis untuk mendorong 

koordinasi. Apakah benar seperti itu yang diharapkan? Kalau tidak, harus diformulasikan dengan 

baik.  

• Akhirnya Pak Dewo memutuskan bahwa draf ke-2 harus diubah berdasarkan input dari pertemuan 

ini. Karena akan sulit untuk menyiapkan dua jenis dokumen sebagai output, maka Pak Dewo minta 

untuk fokus pada penyelesaian Grand Design. Pertemuan selanjutnya akan mengundang Kadin, 

Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kemenkeu dan Kemenlu dan akan dilaksanakan pada 

tanggal  17 Feb 2011 agar bisa fokus pada pembahasan mengenai kerjasama ekonomi, pembiayaan 

dan pendefinisian kawasan. Selanjutnya akan diikuti dengan pertemuan dengan Tim Pengarah  pada 

tanggal 21Feb 2011.  

• Pada sesi terakhir, Pak Mesnan sebagai System Analyst menjelaskan tentang Flowchart Sistem 

Informasi seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 3.1 dan menunjukkan bahwa database akan 

ditempelkan pada prototipe yang sudah dibangun oleh CEACoS.  

• Pak Dewo menjelaskan bahwa pada prinsipnya Sistem Informasi akan dikaitkan dengan kebijakan 

pengambilan keputusan, yang diarahkan pada perencanaan yang lebih efektif di masa mendatang. 

PT. Indokoei diharapkan dapat menginput data dari K/L terkait dan jika perlu akan difasilitasi 

dengan surat dari Bappenas untuk mengunjungi K/L. KSS Indonesia diharapkan akan diluncurkan 

pada Seminar Nasional pada akhir Maret 2011. 

• Fachrurozi dari Setneg menjelaskan bahwa pada prinsipnya konsep database sudah cukup 

komprehensif, tetapi untuk dapat mengakomodasi kepentingan pengguna dari luar negeri, maka 

Sistem Informasi harus dibuat dalam 2 bahasa: Indonesia dan Inggris. Perlu juga untuk 

menambahkan pada menu “partner” untuk tidak terbatas pada 5 partner yang ada di flowchart. 

Kawasan Eropa Timur juga bisa ditambahkan. Juga perlu untuk menambahkan menu of “Current 

SSC Issues”. 

• Bu Theodora menanyakan apakah akan ada website baru dan tersendiri untuk KSS Indonesia dan 

perlu untuk menambahkan versi Inggris dalam Sistem Informasi untuk mengakomodasi 

kepentingan promosi ke luar negeri. Perlu juga untuk dipertimbangkan mengenai administrator dan 
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untuk update informasi tersebut nantinya. Jika data tersebut tidak di perbaharui secara periodik, 

maka akan kurang manfaatnya. 

• Pak Iwan menanyakan mengenai lapisan pengguna dan merekomendasikan untuk mengupload 

report dalam format pdf. 

• Pak Dewo menjelaskan bahwa untuk sementara Sistem Informasi KSS Indonesia akan ditempelkan 

pada website Bappenas. Jika nantinya diputuskan untuk menggunakan domain khusus maka 

Bappenas akan mengaturnya. 

• Bu Uzaimah  menjelaskan bahwa pada prinsipnya Konsultan bekerja berdasarkan prototipe yang 

dirancang oleh CEACoS dan karenanya menggunakan bahasa Indonesia. Membuat 2 versi data 

base berarti membuat 2 website. Karena masa studi hanya sampai dengan akhir Maret 2011, maka 

akan sulit untuk menyiapkannya dalam 2 bahasa. Jika disepakati dalam bahasa Inggris, maka 

beberapa kalimat yang sudah dirancang oleh CEACoS seperti judulnya “Kerjasama Selatan 

Selatan”akan tetap dalam bahasa Indonesia. Dan input data dari  K/L akan dilaksanakan sampai 

maksimum data yang diperoleh pada akhir Maret 2011.  

• Pak Darianto mengoreksi bahwa ASEAN adalah nama organisasi bukan kawasan, sedangkan nama 

kawasannya adalah Asia Tenggara, dan ASEAN harus dimasukkan sebagai salah satu partner 

dalam KSS. 

• Bu Siliwati mengatakan bahwa perlu untuk mendefinisikan siapa yang akan menggunakan sistem 

ini. Jika untuk perencanaan, maka output dari sistem informasi harus menjawab kebutuhan dalam 

perencanaan program ke depan. Informasi yang dibutuhkan berupa nama kegiatan, waktu 

pelaksanaan kegiatan, tempat dan anggaran dan tidak membutuhkan informasi yang begitu 

kompleks. Tetapi jika untuk promosi, maka akan menjadi berbeda. 

• Pak Adik menginformasikan bahwa untuk KSS akan dipakai definisi yang digunakan oleh UN dan 

perlu diketahui bahwa tugas Konsultan hanya mengembangkan website yang sudah dibangun 

CEACOS, dan untuk memperbahaui artikel mengenai current issues nantinya merupakan tugas 

administrator.    

• Akhirnya diputuskan bahwa Konsultan hanya akan menyiapkan database dalam bahasa Inggris dan 

beberapa kata yang sudah didesain oleh CEACoS akan tetap dalam bahasa Indonesia. Konsultan 

juga akan membuat buku panduan untuk sistem informasi tersebut.   

• Bu Agustin merekomendasikan untuk menambah menu “kalender tahunan atau event” untuk 

menginformasikan program/aktifitas yang akan dilaksanakan oleh K/L. 
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NOTULEN RAPAT 

PERTEMUAN TIM TEKNIS KSS 

Tempat  : Nikko Hotel, Jakarta 

Tanggal : 16 Februari 2011 

Waktu  : 10.00-17.00 WIB 

 

Notulen: 

• Pertemuan ini dibagi menjadi 2 sesi, sesi pertama membahas tentang kerjasama ekonomi dan sesi 

kedua membahas tentang skema pembiayaan. 

• Pertemuan ini dipimpin oleh Dewo Broto Joko Putranto (Direktur Pendanaan Luar Negeri 

Multilateral, Bappenas) sebagai Ketua Tim Teknis. 

• Pada pembukaan pertemuan ini, Pak Dewo menjelaskan secara singkat mengenai progres 

pelaksanaan KSS Indonesia dikarenakan beberapa peserta dari BKPM, LPEI dan Kementerian 

Perindustrian baru kali ini hadir, dan perkembangan dalam penyusunan Grand Design dan Sistem 

Informasi KSS Indonesia yang didukung oleh JICA yang memiliki pengalaman dalam menangani 

KSS serta prinsip-prinsip dan arah kebijakan pelaksanaan KSS Indonesia. Materi presentasi yang 

disampaikan oleh Pak Dewo seperti terlampir pada Lampiran 1.  

• Kemudian, dilanjutkan dengan presentasi dari Pak Adik Bantarso (lihat Lampiran 2) mengenai 

penyusunan Grand Design khususnya mengenai Kerjasama Ekonomi. 

• Selama sesi diskusi, Djunari dari Kemendag menyatakan bahwa pada dasarnya Beliau sangat 

mengapresiasi Tim Perumus yang sudah memformulasi Grand Design ini. Pada dasarnya kerjasama 

ekonomi Indonesia masih terfokus pada pelaksanaan free trade, dan saat ini Indonesia sedang 

menghadapi masalah pada peraturan yang membatasi export CPO. Indonesia bekerjasama secara 

regional dengan Malaysia untuk mengatasi kampanye negatif dari negara-negara Uni-Eropa 

mengenai isu ekologi yang menyatakan bahwa bahan baku bio fuel (CPO) tidak boleh didapatkan 

dengan melakukan penanaman sawit pada areal hutan tropis.  Sementara dalam menghadapi harga 

karet yang rendah, Indonesia bersama-sama Malaysia dan Thailand menggunakan peraturan 

perdagangan Internasional untuk menstabilkan harga. Bentuk kerjasama lainnya adalah kerjasama 

merica dan kelapa yang terjadi antar negara-negara Asia-Pasifik, yang pada umumnya merupakan 

kerjasama berdasarkan komoditi. 

• Pak Thalib dari KADIN mempertajam pembahasan mengenai kerjasama ekonomi dengan 

menjelaskan pengalamannya sebagai Wakil Ketua Komite Afrika KADIN dan G-15 (lihat 

lampiran3). Menurut beliau Indonesia sudah melaksanakan banyak sekali kegiatan dengan negara-

negara Selatan misalnya bekerjasama dengan FAO di Gambia, kegiatan Pelatihan bagi Petani di 

Madagaskar dan memberikan bantuan bagi Tanzania sejak tahun 1982, kerjasama di bidang 

agribisnis dan gula dengan Fiji, program UKM untuk bidang peternakan, kerjasama di bidang 

pertanian dengan Australia dan Belanda, dalam bidang minyak dan buah-buahan tropis dengan 

Malaysia, dalam bidang perdagangan, industri dan pariwisata dengan Mesir, dsb. Terkait dengan 

posisi Indonesia pada kerjasama Indian-Ocean Rim (EIOR ARC), Indonesia juga harus 

mengantisipasi dan mengembangkan lebih lanjut manajemen perbankan dan hal-hal lain terkait 
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dengan Kawasan Perdagangan Bebas (FTA). Hal lain yang diperlukan adalah untuk memperjelas 

tentang kepastian hukum dalam melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. KADIN dalam waktu 

dekat juga akan memfasilitasi pengusaha muda dari Zimbabwe yang ingin mengetahui secara rinci 

mengenai pengembangan tekstil, perabotan, alat komunikasi, dsb. di Indonesia. 

• Beberapa perusahaan Indonesia seperti Indofood, Indorama, Tjiwi-Kimia, Medco, dan sebagainya 

sudah berhasil masuk ke negara-negara Afrika. Indonesia juga sudah menandatangani MoU dengan 

SASOL, sebuah produsen bahan bakar sintetis dari Afrika Selatan pada akhir tahun 2009, begitu 

juga dalam bidang pertambangan. Selain itu, sebuah kerjasama dalam bidang pertanian sudah 

terjalin antara Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Namibia. 

• Masalah yang dihadapi oleh Indonesia dengan negara-negara Asia-Pasifik tersebut adalah terkait 

dengan keterbatasan pengenalan produk, jarak ke negara yang dituju, jenis transportasi yang 

tersedia, imej, dan sebagainya. 

• Ibu Natalia dari BKPM menjelaskan bahwa pada dasarnya saat ini kebijakan pemerintah masih 

dalam bentuk “in ward looking” belum berubah ke arah “forward looking”. Saat ini kerangka 

hukum untuk investasi Indonesia belum tersedia. Direktorat terkait sedang berupaya untuk 

membuat database mengenai data investasi yang dilakukan oleh Indonesia di luar negeri. Banyak 

investor Indonesia sudah menanamkan investasinya di luar negeri. Beberapa MoU dengan India 

sebagai salah satu negara teragresif saat ini juga sudah ditandatangani, tetapi dilakukan secara “in 

ward”.  Saat ini belum ada institusi yang memiliki data yang akurat mengenai total investasi yang 

sudah ditanamkan oleh investor Indonesia di luar negeri., bahkan, BI sebagai Bank Sentral pun 

hanya melakukan pencatatan mengenai lalu lintas valutanya, namun tidak mencatat untuk apa uang 

keluar tersebut digunakan. Salah satu cara yang paling efektif untuk berinvestasi di luar negeri 

adalah dengan melakukan promosi sambil melihat potensi pasar.  

• Ibu Dyah dari Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa Kementeriannya sedang 

melaksanakan kerjasama dengan Mozambique dalam bentuk pelatihan agribisnis dan tekstil. 

Disamping itu, kerjasama dengan Palestina sudah dimulai sejak tahun lalu dan kerjasama lainnya 

dalam bidang pupuk tengah dilaksanakan oleh PUSRI bekerjasama dengan perusahaan  pupuk di 

Teheran dalam membangun sebuah pabrik pupuk di Teheran karena Iran memiliki cadangan gas 

terbesar di dunia. Hasil kunjungan Presiden ke India bulan Januari 2010 juga telah menghasilkan 

ditanda-tanganinya MoU untuk bekerjasama dalam bidang pupuk, gas, dan tambang batubara 

dengan India.  

• Medi dari Kementerian Perindustrian menambahkan bahwa kerjasama dengan Palestina sudah 

dimulai sejak tahun lalu untuk kegiatan pelatihan mengenai pengelasan (welding). Tahun lalu 12 

peserta dan tahun ini diperkirakan 10 orang peserta akan mengikuti pelatihan tersebut. Masalah 

dalam melakukan pelatihan ini adalah karena susahnya bagi orang Palestina untuk dapat keluar dari 

negara mereka. Terkait dengan kerjasama teknik dan kerjasama ekonomi, Beliau setuju bahwa pada 

dasarnya kerjasama teknik adalah bagian dari kerjasama ekonomi. Dalam kerjasama regional 

seperti ASEAN, dilakukan program kemitraan dalam bentuk kompensasi penurunan tarif. Contoh 

lainnya adalah dalam hal kerjasama dengan Korea, pada prinsipnya ada 18 bidang cakupan 

kerjasama, namun pihak Indonesia tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal dan akhirnya 

lebih banyak dipergunakan oleh negara mitra ASEAN lainnya.  
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• Kerjasama dengan Mozambik diawali dengan ketertarikan Mozambik dengan produk kapas 

Indonesia. Mozambik merupakan pintu masuk ke banyak negara Afrika. Dengan potensi kapasnya, 

Mozambik berkeinginan untuk melakukan ekspor-impor komoditi kapas dengan Indonesia dengan 

memberlakukan tarif nol untuk masuk dan keluar dari Indonesia.   

• Pertemuan ke-empat D-8 di Bali menyepakati 11 bidang kerjasama. Iran mengusulkan untuk 

mewujudkan kerjasama teknik dengan melakukan “investasi bersama” antar negara D-8.  

• Mr. Dewo mengingatkan untuk berhati-hati dalam memberikan pelatihan bagi negara-negara Afrika. 

Jika perlu “franchising” dalam bidang-bidang tertentu harus ditawarkan. Dalam kerjasama pupuk, 

kemungkinan Islamic Development Bank dapat memfasilitasi. Dalam konteks kerjasama ekonomi, 

Pemerintah Indonesia dapat membantu untuk mengkoordinasikan kerjasama tersebut, sementara 

pelaksanaannya dilakukan oleh swasta. 

• Peserta dari LPPI (Bank Exim) menginformasikan bahwa ada beberapa negara di Selatan yang 

termasuk dalam kategori negara dengan resiko tinggi. Karenanya, banyak Bank yang menolak 

untuk mendanai kegiatan di negara-negara tersebut. Misalnya, LC dari Iran selalu dihindari oleh 

pihak Bank. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara 

tersebut atau bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai 

regulator juga harus dilibatkan.  

• Mr. Rendra (Direktorat Sosbud ONB, Kemenlu) menginformasikan bahwa pada tanggal 10-12 

Februari 2011, Kemenlu telah menyelenggarakan sebuah pertemuan yang membahas tentang 

kerjasama ekonomi antar negara-negara berkembang, yang dihadiri juga oleh Pak Adik Bantarso 

sebagai resource person. Dan pada pertemuan tersebut Direktorat PPIH dan PELH yang akan 

menjadi lead untuk isu-isu kerjasama ekonomi. Beberapa input pada pertemuan tersebut juga sudah 

disampaikan kepada Pak Adik. 

• Direktorat Afrika-Kemenlu mendapatkan anggaran khusus untuk program-program inisiatif untuk 

negara-negara Afrika di tahun 2011 ini dan sudah mensosialisasikannya dengan para pemangku –

kepentingan terkait. Akses pasar ke negara-negara Afrika misalnya Nigeria merupakan tantangan 

baru bagi Indonesia, akan tetapi bea masuk ke Nigeria cukup besar yaitu sekitar 40%.  

• Saat ini ada sekitar 10 investor Indonesia yang mengekspor produk mereka lewat Benin dan 

kemudian pendistribusian produk tersebut dilakukan lewat Benin ke negara-negara sekitarnya 

termasuk Nigeria. Saat ini tidak ada satu institusi pun yang memiliki data yang memadai tentang 

ekspor dan peluang investasi. Terkait dengan koordinasi dengan pihak swasta, Pemerintah 

Indonesia telah bertindak sebagai fasilitator agar pihak swasta tersebut dapat masuk ke pasar global. 

Namun, beberapa perusahaan swasta menolak untuk memberikan informasi kepada Pemerintah 

Indonesia, misalnya ada beberapa perusahaan CPO yang sudah berhasil masuk ke negara-negara 

Afrika Barat.  

• Pak Dewo menyarankan untuk mempergunakan forum-forum dan institusi yang ada, namun 

Pemerintah tidak bisa memaksa perusahaan swasta untuk memberikan informasi mereka kepada 

Pemerintah.   

• Pak Thalib menjelaskan bahwa dalam hal ini GSTP dapat dipergunakan. Pemerintah melalui 

Direktorat Perlindungan Hukum dapat membantu UKM dalam hal pembuatan kontrak. Sekarang 

adalah waktu yang tepat bagi Pemerintah untuk memfasilitasi pihak swasta terutama dalam hal 
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perlindungan hukum bagi UKM. Jika diperlukan, asosiasi di tingkat regional dapat dipergunakan 

untuk perlindungan. 

• Ibu Dinur (JICA) menjelaskan bahwa JICA merespon secara positif usaha-usaha yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan modalitas kerjasama luar negeri Indonesia. 

Belajar dari pengalaman Jepang, pada awalnya dasar kerjasama ODA Jepang adalah kerjasama 

ekonomi, namun saat ini Jepang lebih fokus pada kerjasama teknik. JICA bertindak sebagai 

fasilitator untuk meningkatkan strategi dan kebijakan Indonesia. Kerjasama Indonesia masih harus 

didasarkan pada prinsip global seperti solidaritas, kepercayaan, tulus, saling menghargai, dapat 

menerima dan kepercayaan diri, sama halnya seperti ketika Indonesia diposisikan sebagai negara 

penerima. Indonesia harus lebih berhati-hati untuk melaksanakan kerjasama ekonomi, karena untuk 

negara-negara berkembang, harus dimulai dengan sikap yang baik, perlahan tapi berkelanjutan. 

Kedua, konsensus antara KADIN dan instansi terkait harus ditetapkan secara seksama dan harus 

dapat diterima oleh seluruh instansi. Pada awalnya ODA Jepang juga terfragmentasi, tersebar di 

MOFA, METI, Badan Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, dsb. Semua instansi terkait harus 

memiliki persepsi yang sama dan harus memiliki pola kerjasama yang telah disepakati untuk 

membawa nama dan bendera Indonesia di luar negeri. Ketiga, kerjasama tersebut harus bersifat 

unik atau spesifik agar dapat diterima di pasar global. Ada beberapa akses yang telah tersedia, 

seperti Kelompok-15, Kelompok-20, dan sebagainya. Oleh karena itu, kerjasama tidak harus 

dilakukan oleh sebuah lembaga saja. Keempat, Pemerintah Jepang juga mengkoordinasikan 

keterlibatan sektor publik dan swasta. Jadi, ada alur kerjasama pemerintah, alur kerjasama semi 

pemerintah dan alur kerjasama swasta. Jepang memiliki Satgas (Task Force) untuk ODA pada 

Kedutaan di berbagai negara. Investasi luar negeri Indonesia juga harus dipromosikan, termasuk 

kemungkinan bahwa Bank Exim dapat memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang 

lainnya, seperti ketika Indonesia membangun Pabrik Nikel atau Krakatau Steel yang dibiayai oleh 

Bank Exim Jepang. Kelima: Dalam sektor jasa, JICA Indonesia memberikan pelatihan 

pembangunan jalan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Timor Leste. 

Kerjasama teknik dapat fleksibel untuk ikut menjadi bagian dari kerjasama ekonomi. Sebagai 

contoh, program micro-finance untuk negara-negara Afrika menghadapi jalan buntu, karena 

Indonesia belum siap belum untuk program tersebut. Jika Pemerintah RI tidak akan 

menindaklanjuti, Malaysia akan masuk ke sektor ini. Micro-finance ini bisa menjadi keunggulan 

kompetitif bagi Indonesia di masa mendatang. Pada dasarnya forum ini jauh lebih maju dari apa 

yang diharapkan oleh JICA. Oleh karena itu, diharapkan bahwa Indonesia akan dipercaya oleh 

negara-negara berkembang. Membangun kepercayaan juga bisa dilakukan melalui kerjasama 

triangular. Negara-negara Utara tidak akan menjalin kerjasama tanpa didasari oleh kepercayaan, 

oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil manfaat untuk membangun kepercayaan melalui 

kerjasama triangular, sebagai komplemen dari kerjasama Utara-Selatan dan kerjasama Selatan-

Selatan. 

• LPPI menginformasikan bahwa pada dasarnya perbankan diperkenankan untuk membiayai 

perseorangan atau perusahaan di luar negeri. Misalnya, proyek WIKA di India dan kereta api di 

Bangladesh. Pada prinsipnya bila proyek tersebut layak, maka boleh didanai.  

• Sesi II dimulai jam 2 siang dan dibuka dan dipimpin juga oleh Pak Dewo Broto sebagai Ketua Tim 

Teknis, mengulangi presentasi yang sama dengan yang di pagi hari dan kemudian dilanjutkan 
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dengan presentasi mengenai Skema Pembiayaan dan Program Unggulan oleh Pak Adik Bantarso 

seperti terlihat pada Lampiran Notulen ini. 

• Pak Andy dari Kementerian Pertanian menyatakan bahwa dalam pertemuan sebelumnya ia 

menginformasikan bahwa Kementerian Pertanian akan mengalokasikan bantuan terkait KSS dalam 

bentuk pengiriman ahli dan pelatihan pada tahun 2011 tetapi tampaknya tidak disetujui oleh 

Depkeu. Masalahnya adalah karena tidak jelasnya mata anggaran untuk kegiatan KSS, terutama 

untuk bantuan traktor tangan, selalu tidak jelas boleh dan tidaknya. Terkait dengan program 

unggulan, adalah program yang bisa dijual oleh Kemtan. 

• Pak Dewo menjelaskan bahwa jika anggaran tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan, harus 

diperiksa apa alasan di balik itu. Karenanya perlu menerapkan anggaran berbasis kinerja mulai saat 

ini. Bappenas sedang menyiapkan RKP 2012, dan diharapkan akan selesai pada bulan Maret 2011. 

Jadi, saat ini merupakan momen yang tepat untuk mengajukan program terkait KSS. Untuk 

program dengan mitra asing, JICA telah memberi lampu hijau bagi kerjasama tripatrit seperti 

micro-finance. Untuk sektor swasta, mungkin bisa lewat program CSR sebagai bagian dari sarana 

promosi pihak swasta.  

• Fachrurozi (Setneg) menjelaskan bahwa biasanya Kementerian Keuangan akan meminta untuk 

disertai evident, dan akan melihat instansi mana yang berhak untuk mengajukan program tersebut. 

Harusnya semua program yang diajukan oleh K/L terkait dengan KSS harusnya dimasukkan dalam 

satu keranjang, karena akan membutuhkan dana yang cukup besar dan akan membebani anggaran 

K/L jika dititipkan pada K/L. Dalam pengajuan anggaran, RKP adalah suatu keharusan. 

Masalahnya adalah adanya program antisipasi yang harus dilaksanakan di tengah-tengah tahun 

anggaran dan belum masuk di dalam APBN. Sementara momen yang dibutuhkan tidak sesuai 

dengan periode proses revisi APBN. Pengelolaan anggaran umunya biasanya sudah memiliki 

standar, maka perlu adanya mekanisme yang spesifik untuk KSS. Untuk program unggulan, perlu 

ditetapkan kriteria atau indikatornya dan masing-masing K/L akan membuat daftar program 

unggulan mereka, dan untuk quick win akan dievaluasi dan diputuskan oleh Tim Pengarah. 

• Mr Ade (Bappenas) menginformasikan bahwa pada dasarnya anggaran SSC dalam APBN hanya 

18%. Maka forum regional dan kawasan dan negara-negara maju diharapkan untuk ikut mendanai 

SSC Indonesia. Peraturan yang ada hanya mengatur peran Indonesia sebagai negara penerima 

bukan sebagai negara donor. Oleh karena sudah ditetapkan dalam RPJM, maka perlu untuk 

memformulasi peraturan untuk memfasilitasi peran Indonesia sebagai donor.  

• Bu Zurlaini dari Biro Perencanaan Departemen Perindustrian menjelaskan bahwa peran Indonesia 

sebagai donor dalam KSS adalah tantangan baru, karena pada dasarnya tidak mudah untuk 

melaksanakan sebuah kerjasama yang accountable. Terkait dengan anggaran, perlu untuk 

menyiapkan dasar hukumnya. Dan itu harus jelas antara bantuan sosial atau teknis. Jika 

pembiayaan dari APBN sulit, mungkin bisa didanai oleh swasta, dengan memfasilitasi masuknya 

produk-produk potensial ke negara-negara Selatan. Sebagai contoh, di industri rotan, Pemerintah 

harus menyediakan fasilitasi untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara selatan. Disarankan agar 

Bappenas atau Kemkeu untuk terlibat dalam mengkoordinasikan program-program KSS. 



 A4.4-6 

• Pak Dewo menjelaskan bahwa dasar hukum, quick win dan kerangka kelembagaan diperlukan agar 

KSS dapat didanai oleh APBN. Di sisi pendanan perlu untuk melibatkan Bank Exim. Tim 

Koordinasi berperan dalam pengkoordinasian KSS selama masa transisi.  

• M. Thohir (Kementerian Sosial): Kemsos telah mengusulkan TCTP untuk Program Kejuruan pada 

bulan Februari 2010 untuk tahun anggaran 2011 melalui Setneg dan Bappenas. Namun sampai 

sekarang, tidak ada informasi apakah usulan tersebut disetujui oleh JICA atau tidak.  

• Dinur (JICA): Usulan program NVRC di Cibinong tidak lulus screening, karena JICA punya step 

yang jelas untuk tiap program: proyek hibah, kerjasama teknik, proyek exit. Untuk NVRC, karena 

telah dilaksanakan dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun (2 term), harus exit. Biasanya suatu 

proyek hanya untuk 1 term, kecuali untuk kondisi tertentu. Hal ini berbeda dengan PENS 

(politeknik) di Surabaya dapat diperpanjang sampai dengan 3 term karena ada permintaan khusus 

dari negara-negara penerima bantuan. Biasanya program-program tersebut ada kaitannya dengan 

program serupa pada JICA di negara-negara penerima. Anggaran JICA untuk Indonesia cenderung 

menurun, dan sebagian besar dialokasikan ke negara-negara Afrika. Karenanya program akan 

dihubungkan dengan sektor terkait. Kerjasama tripartit antara Indonesia dan JICA selalu merujuk 

pada daftar di bluebook, meskipun sulit karena yang menerima manfaat dari program KSS tidak 

hanya Indonesia. Saat ini, program-program tersebut melekat pada program di Setneg. Dari sisi 

JICA, sesuai persyaratan kode etiknya, harus ada kemauan kuat dari Indonesia dan dicampur 

dengan kegiatan yang didanai oleh kerjasama triangular atau hanya didanai oleh Indonesia sendiri. 

• Pak Dewo: Perencanaan harus dilakukan secara holistik. Quick win haruslah kegiatan KSS yang 

dapat dijual dengan keunggulan komparatif, yang layak untuk dibiayai oleh donor, mungkin 

memiliki nilai tambah atau merupakan program unggulan. Sebagai contoh, inseminasi buatan, yang 

benar-benar dikuasai oleh Indonesia dan dapat diadopsi dalam kerjasama selatan-selatan. Kegiatan 

baru akan dimasukkan dalam whitebook.   

• Mr. Adik Bantarso: apa pun yang akan diusulkan untuk program KSS harus menjadi sesuatu yang 

dapat dikenang dalam 100 tahun. Indonesia saat ini sedang membuat rencana tindak untuk tahapan 

2014 dan tinggal landas di tahun 2025. Indonesia punya fasilitas yang disebut center of excellent, 

tapi bagaimana cara untuk merevitalisasi fasilitas tersebut. Program unggulan dalam kerjasama 

ekonomi sebagian besar berbasis produk, bukan berbasis program. Karena RKP harus selesai pada 

bulan Maret 2011, berarti waktu tinggal kurang dari 2 bulan untuk mendapatkan konsensus. 

• Untuk program unggulan, Kementan telah mengembangkan program pelatihan di Tanzania dibiayai 

oleh asosiasi Petani dan diikuti dengan program pelatihan yang dibiayai oleh JICA. Dalam 

pelatihan tersebut, mungkin kita bisa mempromosikan mesin pertanian Indonesia dan peralatan 

seperti traktor tangan.  

• Zurlaini: Dalam mendesain program untuk negara-negara penerima bantuan, lebih baik untuk 

membuat daftar kebutuhan negara-negara penerima bantuan.  

• Rendra: Di Kemelu ada kegiatan yang melakukan inventarisasi kebutuhan negara-negara selatan, 

namun belum sempat dikompilasi.   

• Mr Fahrurozi: Ada masalah dengan pencatatan akuntansi hibah, berkaitan dengan penyaluran 

langsung anggaran hibah kepada instansi pelaksana. Hal ini tidak benar menurut Kementerian 

Keuangan. Setiap hibah harus dicatat. Prosedur harus jelas. Dalam kaitan dengan usulan dari 
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Kementerian Sosial, untuk Palestina masih diperlukan dan mengenai pusat pelatihan di Tanzania ini 

tidak berfungsi karena tidak tersedianya anggaran yang memadai.  

• Ms Theodora (BKKBN) menyatakan bahwa terkait dengan mekanisme pembiayaan, selama ini 

BKKBN dapat dapat mengalokasikan anggaran untuk KSS berdasarkan 4 program utama di 

BKKBN. Namun, karena tidak ada kejelasaan payung hukumnya, sulit untuk mempertahankan 

anggaran tersebut. TCTP program yang dibiayai oleh JICA telah berakhir sejak tahun lalu. 

Permintaan masih tinggi, tetapi sulit untuk mencari donor. Saat ini, ada surat dari OENB Kemlu 

agar BKKBN mempersiapkan proposal yang ditujukan kepada Perez Guerro Trust Fund. Tahun 

lalu Setneg juga meminta pemetaan, tetapi tidak ada hasil sejauh ini. Tampaknya untuk kegiatan 

KSS, Pemerintah perlu memiliki sekretariat KSS yang tersendiri untuk mengkoordinir semua 

kegiatan. 

• Ms Dinur (JICA): Pembangunan pusat pelatihan pertanian di Tanzania adalah murni dibiayai oleh 

Yayasan Petani Indonesia. Melihat potensinya, maka kemudian JICA mendukung mereka dengan 

memfasilitasi adanya pelatihan. Indonesia karena PDB mungkin masih belum dapat mendukung 

wajib, tetapi Indonesia dapat melakukan uji coba di membantu sebagai Donor. Oleh karena itu, 

program yang diusulkan harus eye catching, dan harus diputuskan di forum mana bantuan akan 

diberikan: ASEAN atau OKI (Palestina atau Afganistan atau Timor Leste, dsb). Indonesia telah 

mengikrarkan 1,000 bantuan bagi Palestina hingga dengan 2013, dan sampai sekarang masih sekitar 

126 bantuan, mungkin Palestina dapat menjadi salah satu quick win, sedangkan kesinambungan 

program juga harus tetap diperhatikan. Tidak perlu menetapkan terlalu banyak program di awal. 

• Berdasarkan hasil diskusi, Pak Dewo akhirnya memutuskan usulan untuk quick win: 

- Revitalisasi Pusat Pelatihan Pertanian di Tanzania dan Gambia 

- Tablet Keluarga Berencana untuk Lelaki 

- Untuk Palestina: kerjasama teknis dengan NAM Center 

- Obat-obatan Herbal 
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